
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
.Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan..

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 .. ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah
memuat program; kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
,_;

yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan
dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan
akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

Menimbang

BUPATICIREBON,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RENCANAKERJADINASPENANAMANMODALDAN
PELAYANANTERPADUSATUPINTUKABUPATENClREBONTAHUN2024

PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATICIREBON

NOMOR 102 TAHUN2023

TENTANG

BUPATICIREBON



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Peraturan Pemerintah PenggantiPenetapan

tentangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

DalamKabupatenDaerah -DaerahPembentukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

CirebonTahun 2024;

Peraturan Kepala Daerah;

yang telah diverifikasi disampaikan

Daerah untuk ditetapkan dengan

Rencana Kerja

kepada Kepala

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan Iatau dalam rangka menghadapi

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional

darr/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

NegaraRepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tabun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
NegaraRepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447)junto
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tabun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

KerjaPemerintah Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan 'Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cam Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1842);



Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor496);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Berita

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);



BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah

Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat

Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon

untuk periode 5 (lima) Tahun.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan

masyarakat.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS

PENANAMANMODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU

PINTUKABUPATENCIREBON TAHUN2024.

Menetapkan



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka panj ang , dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima)tahunan.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

Tahun.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

Tahun.



27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunanjlayanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud,

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai
tujuan;

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara

kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan Iatau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk

menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Iebih speeifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih

pendek dari tujuan.



BABII
KEDUDUKAN

Pasal2
(1) Renja Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1

(satu] Tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebonsesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Renja Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan
sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visidan MisiDaerah.

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja

SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai

dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pela.ksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
SKPDatau dokumen yang memuat pendapatan, belanja,
dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu
Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja perangkat daerah.

b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja
impact sasaran, outcome program dan output kegiatan
Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah :

a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD

Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan
misi pemerintah daerah;

b. menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun RKA
Tahun 2024; dan

BAB III

MAKSUDDANTUJUAN
Pasal3

(1) Maksud Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah:

a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk

kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD.



Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(2)Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran yang

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tuj uan , sistematika

penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu tahun lalu dan Capaian Renstra,

Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap

rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap

kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, program dan

Kegiatan.

Bab IVRencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan

Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tahun 2024.

BABIV

SISTEMATlKARENJA

Pasa14

(1)Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan



(2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
pencapaian target outcome program yang tercantum dalam

Renja Tahun 2024 dan indikator kinetja kunci yang
bersifat outcome dan akan dievaluasi capaian realisasinya
secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

BABVI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal6
(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran bertanggung

jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang
tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi
capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap
triwulan.

BABV

PELAKSANAAN

PasalS
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui
penyusunan Renja tiap tahunnya.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu melaksanakan Renja rnelalui penyusunan RKAdan
DPASekretariat Daerah Tahun 2024.

(3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator
kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tahun 2024.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



(2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui KepalaBappelitbangda.

(3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung

jawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub
kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan

indikator kinerja kunci yang bersifat output dan akan

dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan
atau paling lambat tiap triwulan.

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja
dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan
diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau

diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7
(1) KepalaDinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran wajib
menyampaikan laporan realisasi capaian indikator
kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik
secara triwulan, semester maupun akhir tahun.



HlbMY RIVA'1

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Diundangkan di Sumber

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal zo Oktober 2023

BA,g VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.



1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terlaksana bila didukung oleh
perencanaan yang baik. Oleh karenanya pemerintah selatu menyusun rencana

kerja.baik tahunan, lima tahunan maupun dua puluh tahunan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah.

Serdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya

adalah membantu Supati dalam hal penyelenggaraan penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai kewenangannya, mempunyai peran

cukup vital dalam penyelenggaraan pelayanan investasi di daerah. Peran lembaga

tersebl:J.t~rlu aikeJglaGlangan manajemen Yang baik-;yaitll manajemen yang aspat

dipertanggungjawabkan baik secara moril dan materil, maka dalam proses

operasional untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh lembaga perlu disusun
rencana yang bersifat strategis yaitu rencana yang diinginkan untuk mencapai

K~ttd1Sipe1ayattaii iliv~stasi yaNg rel>if1DaiKyang t'JlJafWKatts~ca"a D~rtaf'li:lf>{iatt

berkesinambungan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.telah diamanatkan bahwa Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP}.memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. prioritas

pembangunan daerah. rencana kerja dan pendanaannya. baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.
Tindak Janjutdari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Perangkat

Daerah (PO) adalah dengan menyusun Rencana Ke~a Perangkat Daerah (PO) yang

didasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (PO) itu sendiri.
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana

Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Cirebon Tahun 2019=2024 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan perencanaan tahun kesatu dari Rancangan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BABI
PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 102 TAHUN 2023
TANGGAL :20 Oktober 2023

TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OJREBONTAHUN 2024



1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024

ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6: lJnsang-blndsng Nsmor 33 Tahl.¥l 2Q04 tentan{f Penmbangan Kel4angan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. undang-un'aaflgNOMaf 28 TafiUfi2009t~ntangpajaKDa~randan R~trWUsi
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan

Berusaha;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Neger. Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi dan Kabupatenl Kota;

Proses penysunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dilakukan dengan langkah-Iangkah sebagai

berikut:

1. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan periode tahun sebelumnya;

2. Menyusun hasH evatuasi pefaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;

3. Menginventarisir isu-isu strategis penyelenggaraan pelayanan dan penanaman
modal;

4. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dinas;

5. Pembahasan hasil evaluasi. isu strategis dan kebutuhan dinas;
6. Penyusunan draft Rencana Kerja;

7. Pembahasan draft Rencana Kerja;

8. Penyempurnaan draft Rencana Kerja;
9. Penetapan Rencana Kerja.



1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud :
1. Menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA).

2. Menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub

kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adatah :

1. Menentukan isu strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Menjabarkan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun

pertama Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubshan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi.

Kodefikasi dan Nomenklatur F5erencanaanPembangunan dan Keuangan
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasmkasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Oaerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

20. Peraturan Supati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata K-erjaQinas Qaerah Kabwpaien Girebon;

21. Peraturan Supati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan •

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

NC5ff1of 1J;

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);



1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

8AS r PtNOAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB" HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Ke~a Tahun Lalu dan Capaian Rencana

Strategis Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2,a Penelaahan bJsulanPl'9gramdan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program(janK~iatan
BAS IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Kegiatan 2024

BAB V PENUTUP

2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan.Penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan di lingkup
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Cirebon.



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun (2022) dan Capaian Rencana
Strategis
Evaluasi renja pada Tahun 2022 dilakukan untuk menilai hasHpelaksanaan

program kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun.

Banyak:hal yang pertll sinilai untuk:mengetahui seberapa eesar pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang

terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2022,

secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kaoiipafen Cife156nfelan melaksanakanfUgas oan fiingsinya dalam
pelayanan terhadap masyarakat daJambentuk rekomendasi penerbitan izin,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan
2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada Perangkat

Daerah (non urusan) dan Urusan Penanaman Modal.
Pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan)

pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan metalui 1 (satu) Program, 6

(enam) Keglatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan anggaran
sebesar Rp. 11.140.319.648,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.485.418.593,­

sisa sebesar Rp. 654.901.055,- atau tercapai sebesar 94,12%,

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA BERJALAN



Penyediaan Bahan/ Material 48.404.700

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 45.310.000
Perundang- undangan

Periyediaari Batang Cetakari dan Penggandaan 66.517.800

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.594.800.370

Penyediaan Bahan LogistikKantor 17.060.000

Penyediaan Komponen Instalasi 10.707.000
ListrikjPenerangan Bangunan Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.812.575.120

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 7.254.800
Bulanan/Triwulanan/8emesteran SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 9.724.600
Akhir Tahun SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.045.263.400

Administrasi KeuanganPerangkat Daerah 6.062.242.800

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 70.965.200
Kinerja dan
.Ikhtisar Reatisasi Kinerja SKPD

Penyusunan DokumenPereneanaanPerangkat 105.499..700
Daerah

Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi 176.464.900
Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAMPENUNJANGURUSAN 11.140.319.648
PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA

BELANJANONURUSAN

BELANJA

Sementara Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2022

dilaksanakan melaJui 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 8 (delapan)

Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.165.088.400,- dan tereaJisasi

sebesar Rp. 86.223.354,- sisa sebesar Rp. 149.307.590,- atau tercapai

sebesar 96 %.



2.060.069.000PemeliharaanjRehabilitasiSarana dan Prasarana
Gedung
Kantoratau Bangunan Lainnya

Pelaksanaan KegiatanPromosiPenanaman Modal 156.000.000

Penyusunan Strategi PromcsiPenanaman Modal 90.000.000

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 246.000.000
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAMPROMOSIPENANAMANMODAL 246.000.000

PenyediaanPeta Potensidan PeluangUsaha 85.000.000
KabupatenjKota

Pembuatan Peta Potensi Investasi 85.000.000
Kabupaten/Kota

BELANJA URUSANPENANAMANMODAL 2.165.088.400

PROGRAMPENGEMBANGANIKLIM 85.000.000
PENANAMANMODAL

29.290.000PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya

PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

189.633.200

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2.278.992.200
Urusan

Pemerintahan Daerah

PenyediaanJasa Komunikasi,SumberDayaAir 318.299.628
dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 318.299.628
Pemerintahan Daerah

PengadaanKendaraanDinasOperasionalatau 491.745.000
Lapangan

Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang 491. 745.000
Urusan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 29.775.250
SKPD



654.205.300

654.205.300

65+.205.800

474.893.450

474.893.450

474.893.450

212.156.900

458.995.750

33.837.000

704.989.650

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEfiGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL

Koordinasidan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PEIfANAMAN MODAL

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan NonPerizinan

Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerizinan dan
NonPerizinan Penanaman Modal

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
.Nonperizinanberbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
yang menjadiKewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

704.989.650PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Daerah Kabupaterr/ Kota



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja yang telah diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Kerja

Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat

digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator maka sasaran

pertama aGalah menmgkatnYa investasi, dimana indik-ater sasarannya meliputi (1)
Laju Rencana Investasi. Hasil pengukuran yang telah dilakukan diats dapat

digambarkan sebagai berikut:

1. Nilai investasi

- Target ii'hies{asi{anii" 2019 seoesar Rp 1.492.239.001.007,-. Realisasi Taniin
2019 sebesar Rp.1.704.927.126.400

- Target investasi Tahun 2020 sebesar Rp. 2.208.259.672.538 dengan realisasi

sebesar Rp 1.313.272.088.1910,-

• Target investasi Tahun 2021 sebesar Rp. 2.429.085.939.791 dengan realisasi

sebesar Rp. 1.382.344.400.403.

- Target investasi Tahun 2022 sebesar Rp. 2.671.994.203.770 dengan realisasi

sebesar Rp. 3.029.228.360.286.

- Target investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2.939.193.624.147,55

- Target investasi Tahun 2024 sebesar Rp. 3.233.112.986.562,30

hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian investasi di Kabupaten Cirebon

selama kurun waktu tahun 2019 sejalan dengan keberhasilan pencapaian

investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.

2. Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja. dimana indikator sasarannya Jumlah

Penyerapan Tenaga Kerja

i=lenyerapan Tenaga Kerja rnerupakan satan satu totak ukur untuk mengurangi

pengangguran yang ada di Kabupaten Cirebon.

- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2020 adalah sebesar 1.722 Tenaga

Kerja dengan realisasi sebesar 25.832 Tenaga Kerja

- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2021 adalah sebesar 1.894 Tenaga

Kerja dengan realisasi sebesar 9.622 Tenaga Kena

- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2022 adalah sebesar 2.178 Tenaga

Kerja dengan realisasi sebesar 9.622 Tenaga Kerja

- Target Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2023 adalah sebesar 2.504
• Target Penyerapan Tenaga Ke~a tahun 2024 adaJah sebesar 2.880



3. Indeks Kepuasan Masyarakat. dimana indikator sasarannya Nilai Indeks

Kepuasaan Masyarakat di Bidang pelayanan perizinan

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur tingkat kepuasan
masyarakat dalam menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 adalah sebesar 82,01 denqan

realisasi sebesar 87,69.

- Tar€)et Ineeks kef)uasan masyarakat tahun ~929 adaJahsebesar 81,93 eerlf}an
realisasi sebesar 88,68.

- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 adalah sebesar 82,45 dengan

realisasi sebesar 88,90.
- Targef IndeKs k:epuasafimasyafak:affanun 2022 adalan seeesar 82,95 defigan

realisasi sebesar 89,14.

- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 adalah sebesar 83,45
- Target Indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 83,95

Adapun rincian mengenai target dan realisasi kinerja pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada
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2.3 lsu-lsu Panting Penyalenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon terdapat

beberapa permasalahan diantaranya

1) Sidang Pelayanan Administrasi Periznan dan Non Perizinan

a. Selum Optimalnya lntegrasi Perizinan karena belum mencakup

seluruh kewenangan perizinan Kabupaten Cirebon
2) Sidang Penyuluhan dan Pengaduan

a. Pengaduan Permasalahan Pelaksana Penanaman Modal dan
Pengast-Janproses pelayanan peri~inanterpadtJ beH:Jmoptimal

b. Selum optimafnya fungsi Tim Taskforce dalam menangani

permaslahan penanaman modal

c. Selum optimalnya fungsi pelayanan penyuluhan dan konsultasi pada
DPMPTSP

3) Sidang Pengendalian dan Sistem Informasi

a. Penyediaan Infrastruktur dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
belum berjalan optimal

b. Selum optimalnya penggunaan aplikasi perizinan yang ada saat ini

c. 8elum semua database penanaman modal dan perizinan terintegrasi

dengan OPDI PD Teknis.
4) Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal

a. Kurangnya Kajian kajian investasi yang memberikan arah kegiatan

investor yang sesuai dengan peruntukan wilayah RT/RW

5) Sekretariat
a. Masih Terbatasnya Kompetensi SDM DPMPTSP dalam

melaksanakan tugas .

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Strategi yang digunakan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

diantaranya yaitu:
1. Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan untuk mencapai

pelayanan prima;
2. Meningkatkan pemutakhiran regulasi penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung

penyelenggaraan pelayanan perizinan;

4. Men1ngkatkankualitas sumber daya aparatur;

5. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
6. Mengembangkan promosi investasi;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kepada masyarakat;

9. Meningkatkan pengendalian penanaman modal;

10. Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan;



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tantangan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat

daerah, tantangan tersebut diantaranya;

a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakatl perusahaan tentang

perlunyal manfaat memiliki perizinan;

b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi

pemerintah;

Aaa~un Peluang - Peluang yang elsa diamanfaatkan untuk mentngkatkan

nilai investasi di Kabupaten Cirebon diantaranya;

a. Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sesuai

dengan rencana tata ruang dan wilayah nasional;

o. Adanya Bandara Keftajafi, aKSesjafan fol yang memLidanKanakses dan
segi transportasi yang memudahkan investor;

c. Upah minimum Kabupaten Cirebon yang masih terjangkau.

11. Meningkatkan pemanfaatan teknoJogi informasi;

12. Meningkatkan database penanaman modal.



3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Melalui Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

N9menklat~ Pereneanaan Pemeangunan Elan Keuangan Daerah. gengan
adanya Peraturan Terbaru Tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Merubah dan Melakukan Pemetaan

kegiatan pada Tahun 2021.

3.2. Tujuan din SisiiFcin
Sebuah instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik harus

mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan yang berkaitan

dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kepuasan masyarakat bisa

rnenjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publtk sehingga isu

mengenai kualitas layanan cenderung semakin penting. Disamping itu tentu
konsep produktivitas digunakan juga agar dapat mengukur tingkat efisiensi

serta efektivitas pelayanan. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur
atau kuantitatif.namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai apa yang akan dicapai dtrnasamendatang.

Penjabaran dan tujuan·secara tebih spesifik dan terukur dirumuskan

ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dan proses

perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah

tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.Oleh karena itu, sasaran

harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinei dan dapat diukur.
Tujuan dan Jii'emennntahKabupaten Cirebon untuR Rencana 2019=

2024 yang diturunkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yaitu "Meningkatkan Investasi

Yang Efisien dan Produktif'. Untuk menunjang Tujuan Pemerintah

Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ferpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan sangat dipengaruhi oleh upaya nyata yang dilakukan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
dalam menggapai Misi Ke 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sesuai

dengan Misi Ke 2 Pernerintah Kabupaten Cirebon yaitu:

BABUI
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGlATAN TAHUN 2024



Arah Kebijakan

• Kebijakan pada dasamya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan
serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam

periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1; Penyusunan regulasi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan;

2. Penyusunan regulasi tim teknis;

3. Penyusunan regulasi penanaman modal;

4. Pengembangan potensi investasi;

S. Peningkafan sumber daya aparatur;

6. Pengembangan promosi investasi;

7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan;

8. Peningkatan realisasi investasi;
9. Perizinan online;

10. Implementasi ass Secara Menyeluruh;

l1.Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

NO Sasaran ndikator

1 Meningkatnya Ivestasi Daerah ...aju Rencana Investasi

2 Meningkatnya Daya Serap Tenaga Jumlah Penyerapan Tenaga
Kerja Kerja

3 Indeks Kepuasan Masyrakaf ~irai IKM Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu

~atu Pintu Kabupaten Cirebon

Misi Ke- 2 · Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat·
Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Masyarakat, Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan

Ekonomi
Tujuan Pemda · Mewujudkan pembangunan manusia yang·

berkualitas dan sejahtera

TujuanSKPD · Meningkatkan tnvestasi Yang EflSien dan·
Produktif



URAIAIf JUMLAH
(Rp)

BELANJA 23.871.000.000

BELANJANONBIDANGURUSAN 18.070.000.000

PROGRAMPENUNJANGURUSAN 18.070.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 360.000.000
Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Pereneanaan Perangkat 140,000.000
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 120.000.000
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.261.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.214.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 24.000.000
Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 23.000.000
Bulanarr/Triwulanan / Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada 10.000.000
Perangkat Daerah

Pengamanan Barang MilikDaerah 10.000.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 440.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut 120.000.000
Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan 250.000.000

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pada Tahun Anggaran 2024

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebon mempunyai 6 Program, 14 Kegiatan yang
terdiri dari non urusan dan urusan wajib



URAlAK JtJMJ.,AB
(Rp,

Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 70.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.029.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi 28.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.000.00{)
-_ ..

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 68.000.000
Perundang=undangan

Penyediaan Bahan/Material 220.000.000

Fasilitas Kunjungan Tamu 36.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 49.000.000
SKPD

Pengadaan Barang MUikDaerah Penunjang 1.000.000.000
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 1.000.000.000
Lapangan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.610.000.000
PemefiHtaUft Daerali

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 500.000.000
dan Listrik

Penyediaan Jasa dan- Perlengkapan Kantor 11(};QOO.OOQ

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.000.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 5.360.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 300.000.000
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Pefi'ieliliarrum Peralatari dan Mesifi.Lamfiya 50.000.000

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 5.000.000.000



If I ;I;;e ~ .: a It a ~ e 't j 4 7 4 d « « 2 0 2 4

URAIAK JUMLAB
(Rp)

GedungKantor atau Bangunan Lainnya

BELANJA URUSAN PENANAMANMODAL 5.801.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 800.000.000
PENANAMAN MODAL

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 100.000.000
Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
.Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai 100.000.000
Pemberian Fasilitaa/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha 700.000.000
Kabupaten/ Kota

PROGRAM PROMOSI PENANAMANMODAL 1.205.000.000

Penyeienggaraan Promosl Penanaman Moc:lai i.26s.ooo.600
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 605.000.000
- .- - -

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 600.000.000
Daerah Kabupateri/Kota

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.403.000.000

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 1.403.000.000
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
yang menjadiKewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 270.000.000
Nonperizinanberbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerizinan dan 700.000.000
Non Perizinan Penanaman Modai

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 283.000.000
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan NonPerizinan

-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapanpemberian 150.000.000
Fasilitas /Insentif Daerah



tJRAIAlII JtJlIILAJI
(Rp)

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMANMODAL 1.393.000.000

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1.393.000.000
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasidan Sinkronisasi Pemantauan 793.000.000
Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasidan Sinkronisasi
- .. - - - - - -
300.000.000

PembinaanPelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasidan Sinkronisasi Pengawasan 300.000.000
Pelaksanaan Penanaman Modal

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 1.000.000.000
INFORMASI PENANAMANMODAL

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan 1.000.000.000
Non Perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data 1.000.000.000
dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

JUMLAH BELANJA 23.871.000.000



Tabel3.1

Rumusan Ren&ana Pregram ElanKef)iatan Perangkat 9aerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon



Tabel3.1

Rumusan Reneana' Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon
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D. Menentukan Indikator Kinerja Dan Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis.

Oengan tersusunnya Renja Perangkat Daerah ini, penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya peniabaran dan visi dan misi Instansi

diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan

pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

A. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Agar Sesuai
Dengan Visi Misi Kepala Daerah Yang Telah Oitetapkan ;

B. Merencanakan Berbagai Program Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan
Orqanisasi Dan Merencanakan A1ternatifSumber Pembiayaan ;

C. Mengalokasikan 'Anggaran Untuk Berbagai Program Kegiatan Yang Telah
Oisusun;

IV.1. Gambaran Umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Mooal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2024, merupakan

rencana ketia tahunan berdasarkan Rencana Strategis ( Renstra ) Perubahan

Tahun 2019 - 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah
terpmh serta target dan sasaran pemMngunan yang dijabarkan melal{Ji
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemermtah Kabupaten Cirebon

Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon juga merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang
mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat

melalui urutan piJihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan
dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang

sumber pembiayaannya berasal dart APBD Tahun Anggaran 2024. Renja

Perangkat Daerah sebagai salah satu alat perencanaan merupakan aiat
perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan

tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa
dan/atau apa yang dihasilkan dan alokasi anggaran yang ada. Selain itu,

anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

BABIV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cirebon merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan
pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, yang pada akhirnya

diharapkan dapat menunjang tercapainya Tujuan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon "Mewujudkan Investasi yang
Sehat, Berkualitas dan Berkeadilan"

Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 ini mengacu pada Kepmendagri 050-

5889 Tahun 2021 Tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat

mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Rencana Kerja ini dapat

dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

BABV
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